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Negara indonesia adaiah negara
yang berdasarkan atas hukum
(rechtsstaa’:} tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka ~{machisstaat).
Hal ‘itu berarti
Indonesia adalah negara hukum
yang  demokratis berdasarkan. Pan-
casifa dan “Undang Undang Da-
sar 1945, menjunjung tinggi - hak
asasi manusia dan menjamin segala
warganegara bersamaan' kedudu-
kannya di dalam hukum dan pe-
merintahan, serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan ity tanpa
ada kecualmya

QOieh karena itu s_egenap tindak-
an, perbuatan dan -tingkah laku
seseorang dalam bernegara harus
mendasarkan pada hukum vyang
beriaku, demi terscapainya masyara-
kat yang dicitacitakan sebagaimana

bahwa ~Republik

termaktub dalam Undang Undang
Dasar 1845 yattu masyarakat adii ;

' 'makmur

Penc_apaian masyarakat y:ar;__g_:di-
cita-citakan sebagaimana dimaksud
dalam Undang Undang Dasar 1945

~ diselenggarakan Pembangunan Ma-

sional yang merupakan rangkaian
Program-program pembangunan
yang menyeluruh, terarah dan ter-
padu yang beriangsung secara ierus
menerus. :

Permbangunan di bidang hukum '
dalam negara hukum Indonesia di- -
dasarkan atas fandasan. sumber
tertib . hukum seperti terkanduna
dalam.-Pancasila dan. Undang Un-
dang Dasar 1945, Cleh karena itu
pembangunan dan pembinaan hu-
kum diarahkan agar hukum mampu
memenuhi kebutuhan sesuai dengan
tingkat kemajuan pembangunan di
segala bidang, sehingge dapatlah
diciptakan ketertiban dan kepastian




‘hukum- - yang - berkeadilan - -yang

" mampu mengayomu masyarakat se-__-_
bagai - salah satu syarat bagi ter-

'cmtanya stabiictas Nas;ona! yang
__;mantap ;

lain - pembmaan apas’a?ur penegak

hukum untuk meningkatkan ke-

mampuan dan kew:bawaannya juga
memperluas usaha pembinaan’ kesa-
daran hukum bagi masyarakat pada
umuimnya. 'Usaha ini akan lebih
mendorong ‘makin ‘berkembangnya
Kreativitas masyarakat, meningkat-
kan kega;rahan hudup dan mem-
periuas pamszpasu rakyat daiam pe-
Iaksanaan pembangunan

» Kegiatan - pembahaman hukumn
dan: -pembentukan - perangkat hu-
kum -pasional vang - mengayomi
" masvarakat, menjamin . kelestarian
dan. integritas . bangsa serta vang
memberikan patokan, dorongan da-
lam perubahan sosial kearsh ter-
wu;udnva fatanan mawarakat adil
dan makmur ber dasarkan Undang
Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Tata hukum Nasional berdasar-
kan Undang Undarg Dasar 1945
dan berjfiwa Pancasila akan tercer-
min- dalam dan ditentukan oleh
perilaku setiap warganegara indo-
nesia, yang tast pada hukum ka-
rena hukum Nasionai dan segenap
lembaga serta aparatur negara seba-

- Untuk fiu per!u dliakukan !ang-'
- kah: langkah pembaman hukum se-

gai - pengayom dalam mewujudkan

__-pemerataan kessmpatan memper-

oleh keadilan serta perhndungan

hukum bagt segenap warganegara
: [ndonessa '

Dengan _ '%n'embeﬁkan E::aerhn-

'dungan hukum - kepada. segenap

warganegara  acalah meru;:aakarz

-usaha untuk menciptakan suasana

vang tertab hukurm, k&‘pastian hu-
kum yang berkeadllan atau dengan
kata lain merupakan usaha untuk
menciptakan masyarakat yang ter-
tib dan teratur (tata), sehingga
dengan perlindungan hukum akan
tercipta perasaan tentram. bagi ma-
syarakat dan karena itu tumbuh
semangat dan gairah kerja (kerta)
Selanjutnya dengan semangat “dan
gairah kerja akan- dapat mening-
katkan taraf hidup, meningkatkan
pendapatan Nasional, meningkat-
kan pertumbuhan ekonomi, sehing-
ga masyarakat merasa sejahtera la-
hiriah dan bathiniah {raharja).

Mengacu kepada falsafah ““Tata
Tentram Kerta Raharia” maka _ber-
bicara pembangunan hukum d__a_n
hukum pembangunan makin ber-
tambah relevansinya. Berbicara me-
ngenai hukum dan pembangunan
Masional dalam artian perubahan
sosial vang direncsnakan dan ter-
arah serta terpadu akan berkisaer
pada pengkaijian tentang bagaimana
hukum yang fungsi menertibkan




warga masyarakat dapat bersaing
dengan ke«majuan pembangunan itu.
Satjipto Rahardjo dalam tuhsannya

Hukum dan 9embahan sossal me-

ngatakan

s 'Apablia pada dewasa ini ada seorang yang
‘perbicara mengensi hukum dan perubah-
an sosial, ‘'mska relevansi masalah yang dr-
kaiinya - itu . ditentukan ‘oleh cdua hal -

__H!berbubungan dangan fungsi hukum se-

+bagai Iembaga atay me kanisme untuk
... menertibkan masyarakat, dan. oo
‘2) Berhubungan dengan masalah perubah-
i AR -sostalang nampaknya merupakan
. suatu proses .yang menjadi ciri_ma-
‘syarakat F dunia pada abad seka~

rang inj -

; 'Déhg'ah"'a'érﬁikién"fu"ngs'i hukum
dalam pembangunan periu dike-
mukakan dalam pembicaraan pem~
bangunan hukum dan hukum pem-
bangunan. Fungsi hukum dalam
pembangunan oleh SOERJONO
SOEKANTO mengatakan sebagai
berikut : '

“Hukum merupzkan salah satu alat pe-

ngendalian sosial {social control}, dan
bahkan selalu menghadapi tntangan da-
ri pertentangan kepentingan-kepentingan.
Kecuali dari pada itu, dia berusaha untuk

menyusun suatu kerangka dari nilai-ni-
lai dalam masyarakat yang harus diper-

tahankan oleh hukum didalam rmengha- -

dapi )pertentangan kepent:ngankepentmg~
an

Berdasarkan pendapat di atas
dapat dikatakan bahwa ada dua
fungsi hukum yang berdampingan
satt sama lain yakni pertama,
fungsi hukurm sebagai alat pengen-
dalian sosial dan kedua, sebagai
alat umtuk melakukan rekayasa so-

s’:al {social engmeermg) Dan penda-
pat itu tampak tersirat tujuan hu-
kum yakni peraturan pergaulan hi-
dup vyang ‘adil dan damai. Hukum
menghendaki - adanya - ketertiban
dan perdamaian. Perdamaian dian-

_tara ‘warga ‘masyarakat. dipertahan-

kan: oleh hukum dengan melindu-
ngi kepentangan -kepentingan - warga
masyarakat: tertentu baik harta ben-
da, jiwa, kemerdekaan, ma_rtab_at,

- kehormatan dan sebagainya “terha-

dap sesuatu vang merugikannya.

~ Kepentingan dari perorangan
dan kepentingan kelompok tertentu
dapat bertentangan satu sama Ia:n
Pertentangan kepentingan ini dapat
pula menyebabkan konflik apabila
hukum tidak dapat bertindak seba-
gai perantara untuk mempertahan-
kan perdamaian. Sehingga hukum
dalam mempertahankan perdaméi-
an dengan menimbang kepentingan-
kepentingan vang berteniangan se-

- cara seksama dan mengadakan ke-

seimbangan diantara kepentingan-
kepentingan tersebut,

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Kepentingan Polri selaku penyi-
dik utama pada pemeriksaan pen-
dahuluan adalah untuk menemukan
kebsnaran yang selengkap-lengkap-
nva dan uniuk mendapatkan kete-
rangan-keterangan dan atau peng-
akuan dari tersangka dalam rangka







tek tersebut di atas, perlu dikemu-
ﬂakan pendapat WERJGNO PPG
JODH\O ﬁO yare manuatakan :

' Bagaimanapun baiknya suatu pera‘;_uran,

ta masth aken divji dalam prekisk. Ke-

- biassan -memskss «bahkan -menyikea agar

.. mengaku ietap mesih ads dan sular di-
CChilasikannye.: Contoh Liain adalah cars
pemeriksaan - tﬁrsa"sgka berjam-iam .terus
menerus, sehingga ;ersangka s@ng,at payah

-~ :,akh:mya mengaku e

"--Selanjutnya perlu dikemukakan

amar “pasal” ;;2 KUHAP yang ‘ber-

bunyt

_Dalam pemerlksaan pacfa tangka‘t
penyzd:kan dan pengad:tan tersang-
ka_ atau terdakwa berhak membe-
rikan keterangan secara bebas ke-
pada penyidik atau_hak:m.

- Ketentuan -yang diatur dalam
pasal .52 KUHAP ini merupakan
jaminan -bagi . seorang tersangka
atau -terdakwa, bahwa ia akan di-
periakukan secara wajar oleh penyi-
dik ataupun. hakim. Dalam kaitan
ini, periu diketahui oleh para pi-
hak dalam KUHAP (Penyidik, Pe-
nuntut Umum dan  Hakim) bah-
wa
1 Tersangka mtau terdakwa itu tidak boleh

diperiakukan sematasnata sshagai obyek
dari -psmeriksaan, vyang tidek berhak
untuk berbuat lain kecuali meniawab per-
tanyesan-pertanyaan yang disampaikan ke-

cadanya atsu harus mengakul apa yang
disangkakan atau didakwskan kepadanya;

2. tidak zds kewejiben dari tersangks atau
terdskwa untuk mengskui apa yamg di-
sangkakan amu didekwakan kepadanya di
semua tingkat pemeriksaan;

3. tidak belsh dipergunakan ssgala bentuk
= pemakisan untuk ‘memperolsh pengakuan
< atau -keterangen dari tersanghks, EtaU 8T
dakwa, baik sacara fls;ﬁc maupun secarg

- psakts E :

. ‘Perbustan seperti Hu merupakah sustu
... tindak - pidana, .yang apabila diiakukaﬂ
" oieh seocrang pegawal negeri dalarn sustl
“tindak - pidana; ‘oleh passl 422 -KUHAP
tetah diancam dengan pidana penjara se-
lamadamanya empa‘tahun \

Pengakuan atau keterangan yang dlper-

. oish ‘dengan cara.cara -vang -bersifat ime-

maksa seperti itu adaleh tidak sah ‘me-

‘rurut hokum dan tidak” mﬂmpunym ke-
kuatan pembuktian dalam peradilan.’

4. tersangka atau terdakwa bolgh tidak ‘men-
_jawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim,
dan perilaku yang demikian tidak baieh

membust pidana -yang dijstubkan: bagi
terdakwa men;adi diperberat;

Dalam pen;eiasaﬂ mengeﬁal ke-
teniuan yang digtur dalam” “pasal
52 KUMAP di atas, telah dikata-
kan bahwa supaya pemeriksaan da-
pat -mencapai hasil - yang - tidak
menyimpang daripada yang ‘sebe-
narnya maka tersangka atau ter-
dakwa harus  dijauhkan dari -rasa
takut. Oleh karenz itu wajib .dice-
gah adanya paksaan atau tekanan
terhadap tersangka atau terdakwa.

Apa vang diuraikan di atas
merupakan sebagian hak-hak ter-
sangka atau terdakwa yang perlu
diketghui oleh para pihak dalam
KUHAP. Uralan berikutnya penulis
menganggap perlu untuk meiihat
seperangkat hak-hak tersangka atau
terdakwa, yang oleh KUHAP diatur
mulai pasal 50 sampai dengan pasal
68. Beberapa hak tersangka dimak-




sud. menurut pendapat penuixs pada
' pemenksaan pendahuluan oleh pe-

nytdlk per!u dssampaikan kepada

tersangka. dan pembentahuan ini
dicantumkan dalarn berlta acara
_pemertksaan - Hak- hak tersangka
atau terdakwa mellp_u__t_t_ :

1) e untuk ssgera clperis, -
“-ajukan ke’ p'en"gadilén dan di-

adili (Pasal GO ayat ( 1}, (2)
wdan- {3).: e

2) Hak untuk mengetahuu dengan

‘“jelas dan bahasa yang dime-

‘ngerti -olehnya tentang apa yang
.d_i__s‘ar_?gkakan .dan apa yang di-
dakwakan (Pasal 51 butir a dan
b).

3) Hak .untuk memberikan ketera-
" :ngan secara bebas kepada penyi-
dik dan hakim seperti tersebut
. di muka {Pasal 52).

“- - 4) Hak untuk mendapat juru baha-
' sa {Pasal 53 ayat ({1)).

5) Hak untuk mendapat bantuan
‘hukum pada setiap tingkat pe-
_meriksaan (Pasal 54).

6) Mak untuk mendapat nasihat
shukum dari penasihat hukum
yang ditunjuk oleh pejabat vang
bersangkutan pada semua ting-
kai pemeriksaan bagi tersangka
atau terdakwa vyang diancam
pidana mati dengan biaya cuma-
cuma.

7} Hak tersangka atau terdakwa
yang berkebangsaan asmg untuk
menghubungi dan berbicara de-
_ngan perwakilan negaranya (Pa—
'sal 67 ayat (2)). e

- 8} Hak untuk: menghubungl dokter

bag; tersangka ‘atau . terdakwa
yang datahan (Pasa! 58). '

-9) Hak untuk d:bentahu kepada.
keluarganya atau orang - iain
-yang serumah dengan tersangka
atau terdakwa yang ditahan
-untuk mendapat bantuan -hu-
kum atau bagi jaminan bagi
penangguhannya dan hak untuk
berhubungan dengan keiuarga'
dengan maksud yang sama di
atas (Pasal 59 dan 60).

10) Hak untuk dikunjungi “sanak

keluarga yang tidak ada -hu-

~ bungan dengan perkara tersang-

ka “atau terdakwa. Untuk ke-

pentingan pekerjaan atau untuk

kepentingan kekeluargaan (Pa‘
sal 61).

11) Hak tersangka atau terdakwa
untuk berhubungan surat me.
nyurat dengan penasihat hu-

* kumnya (Pasal 62).

12} Hak tersangka atau terdakwa
untuk menghubungi dan mene-
rima kunjungan rohaniawan
{Pasal 63).

13) Hak tersangka atau terdakwa




. untuk mengajukan saksl dan
~ahli yang a de charge (Pasal

14) Hak tefsangka atau  terdakwa
-~ untuk menuntut ganti kerugnan
- {Pasal 68). :

15) Hak terdakwa (pihak yang di-
-+ adili} - untuk ingkar. terhadap
- hakim yang mengadili perkara-
nya {Pasal 27 ayat (1} Undang-
undang Pokok Kekuasaan Keha~
kiman)

igelain hal tersebut . dl
masih  ada beberapa hak hak ter-
sangka atau terdakwa lainnya, se-
perti di bidang penahanan peng-
geledahan dan lain-ain; yang tadak
diuraikan dalam tuhsan mx

Dari beberapa, h;_ak tersangka
tersebut di ates dapat ditarik ke-
simpulan bahwa pemeriksaan pen-
" dahuluan (Vooronderzoek) yang di-
lakukan oleh penyidik Polri sesuai

sistem inquisitoir yang lunak, arti--

nya dalam pemeriksaan yang dila-
kan oleh penvidik tersangka boleh
didampingi oleh penasihat hukum,
dimana penasihat. hukumnya dapat
mengikuti  jalannya . pemeriksaan
secara pasif.  Secara pasif maksud-
nya bahwa penasihat hukumnya
mengikuti  jalannya pemeriksaan
dengan cara melihat serta mende-
ngar, kecuali dalam hal kejahatan
terhadap keamanan negara, hanya

atas,

- naran--materil -

- melihat tapi tidak: mender&gar Qe»
~ngan- demik:an tersangka tidak: di-
periakukan: ssbagai objek sa ;_a_ akan

tetapi: ‘tersangka ‘periakuan +.sebagai
subjek dimana la dim%nta k'ete
rangan- keterangan yang: jelas dan

- terang, | a_p_akah perbuata_n -yang ‘ia
dakukan ity merupakan perbuatan
- vang dapat: dikualifisir sebagai keja-

hatan -atau- pelanggaran atau tidak.

* Keleluasaan tersangka dalam haf
memberikan  keterangan menurut
KUHAP seperti di uraikan terda-
hulu masih pertu dipopulerkan. Hal
ini menuntut adanva kesadaran hu-
kum vyang tinggi dalam masyara-
kat. Menuntut penyidik harus me-
nyadari tugas mulia yang dipercé
yakan padanya yakni mencari kebe-
demi kepentingan
umum yang selaras dengan kepen-
tingan mdlwdu Sebaliknya tersang-
ka harus dapat menyadan hak
dan kewajlbannya sebagal wargane~
gara.

QOleh karena: 'manarik * sekali
untuk menghayati asas keseirmbang-
an, dengan memperhatikan -dua
kepentingan hukum antara kepen-
tingan perorangan {hak-hak tersang-
ka atau terdakwa) dan, kepenting-
an masyarakat yakni hak sese-
orang yang menderita kerugian da-
lam suatu proses pidana.

‘Dengan  demikian KUHAP
{vang merupakan seperangkat per-




‘ aturan yang memuat “fentang ‘ba- -
galmana caranya para pihak apara-
Aur penegak hukum: harusbertin-
~dak: dalam menegakkan hukum:pi-
dana) dapat teru;! daiam praktek' o o
sehmgga tugas dan tu;uan hukum'_
acara pidana dapat te:wu;ud o

: _bérsa:ﬁ#ﬁhmg.: o
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